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BUPATI LEBONG 
PROVJNSI BENGJ<ULU 

PERATURAN BUPATI LEOONO 
NOMOR 15 TAIIUN 2023 

TENTANO 

PENUGASAN GURU SEBAGAI J<EPALA SEKOLAH DI LINGJ<UNGAN 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang a . bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai 
kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola 
sekolah dalam upaya meningkatkan mutu 
pendidikan scsuai d engan transfonnasi 
pcmbelajaran yang berpihak kepada peserta 
didik; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 
40 Tahun 2021 tentang Pcnugasan Guru Sebagai 
KepaJa Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

c. bahwa l>erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai 
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendiciikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Lel>ong. 

Mengingat : l . Undang-Undang Nomor 9 Tnhun 1967 tentang 
Pembentukan Provin1;i Bengkulu (Lembar.m Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. ·l.Jndang-Undang Nomor 20 Tnhun 2003 tentnng Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembarnn Negarn Republik 
Indonesia Tnhun 2003 Nomor 78, Tambnhnn Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dnn J.:abupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Leml>arnn Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 
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4. Unctnng-Unclang Nomor 14 Tnhun 2005 tcn tRnR Guru 
clRn Dosrn (L<.-mhnrnn Ncgnrn l~chuplik lnclonrnin 
Tnhun 2005 Nomor 157, Tnmbahnn Lcmbnrnn Ncgarn 
Rcpublik lndoncsin Nomor 4586); 

5 . Unclnng-Undnng Nomor 12 Tnhun 20 I I tcntnng 
Pembcntukan Pcroturon Pcrundong-Undangan 
(Lembarnn Ncgnrn Rcpublik lnclonc11io Tohun 20 1 I 
Nomor 82, TambAhnn Lcmbnrnn NegAra Republik 
Indonesia Nomor 5234), scbagoimnnn Lelah diubah 
bcbcrapa kali Lcrakhir dcngon Undnng-Undang Nomor 
13 Tnhun 2022 tcntang Pcrubahon Kcduo Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tnhun 201 I tcntang 
Pembentukan Pemtumn Pcrnndang-Undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembnran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6801 ); 

6 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lcmbar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pc.merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali d iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasionnl Pcndidikim (Lcmbaran Negarn 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4496). 
sebagaimana telah diubnh dengnn Peraturan 
Pemerintr1h Nomor 32 Tnhun 20 13 tcn tnns Perubnhnn 
Atas Peraturan Pcmcrimnh Nomor 19 Tnhun 2005 
tentang St;tndnr Nasional Penclicliknn (Lembnm n 
Negara Republik Indonesia Tnhun 2013 Nomor 7 1. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 54 I 0); 

9 . Pcraluran Pemcrintnh Nomor 7•\ Tnhun 2008 tentnng 
Guru (Lembaran Negara Repubtlk Indonesia Tnhun 
2008 Nomor 194, Tnmbnhnn Lembnran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941), selmgaimnna telnh 
diuuah dengan Pcraturnn Pemerintnh Nomor 19 Tnhun 
20 17 ten tang Perubahnn Ata1:1 Peraturnn Pcmcrintnh 
Nomor Peraturan Pemcrintah Nomor 74 Talmn 2008 
tentang Guru (Lembaran Ncgnrn Republik Indonesia 
Tal1Un 20 17 Nomor 107, Tnml>nhnn Lcml>Aran Ncgarn 
Rcpubl ik Indonesia Nomor 6058); 

BAGIAN lA,/ 
HUKUM O 
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Menetnpkan 

10. Peraturan Menteri Pendidikon Nasional Nomor 13 

Tahun 2007 tan tang Standar Kcpala 

Sckolah/Madrasah; 

11 . Peraturan Menteri Negara Pcndayaan /\paratur Negara 

dan Rcformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tcntang 

Jauatan Fungsionnl Guru d1tn Angka Krcc.litnyn; 

12. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Pro<luk llukum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sel>againurna tclah diubah dengan Pcraturan Mcntcrl 

Dalam Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturnn Menteri Dalam Negcri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang 

Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LESONG TENTANG PENUGASAN 

GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY/\/\N KABUPATEN 

LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adnlah l<abupnten Lebong. 

2. Pemerintah Daerah adalah KcpaJa Dacrah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

mcnjadi kewcnangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebon~. 

4. Kepaln Sckolah adalah guru yang diberi tugas untuk 

memimpin pembclajaran dan mengelola satuan 

pendidikan yang meliputi Taman I<anak-Kanak (TK), 

Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sckolah 

Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah 

Menengah Pertamn (SMP), Sckolnh Menengah Pcrtama 

Luar Biasa (SMPLB) di Lingkungan Dinas Pcndidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. 

5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mcngarahkan, 

melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pcndidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan mcnengah. 
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6 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas yan~ 
bertanggungjawab di bidang pendidikan di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. 

7 . Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifi_kal . yang 
diberikan kepada guru yang tetn.h mengtkull dan 

dinyatakan tutus pendidikan Guru Penggerak. 

BAB ll 
PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI 

KEPALASEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN 
YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH 

DAERAH ATAU MASYARAKAT 

Pasal 2 

( 1) Guru dnpat menjadi ba kal calon Kepala Sekolah 
apabila memcnuhi persyarata n sebagai berikut : 
a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah 

sarjana (S-1) atau diploma em pat (D-IV) dari 
perguruan tinggi dan program studi y;mg 

lerakreditasi; 
b. memiliki sertifikat pendidik; 
c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak; 
d . mcmiliki pangkat paling rcndah Penata Muda 

Tingkat I, golongan ruang 111/c bagi Guru yang 
berstatus scbagai Pcg1nvai Ncgcri S ipil ; 

c. memiliki jcnjang jAbatan paling rcnda h Guru Ahli 
Pcrtamn bagi Guru Pcgawai Pemcrintah dengan 
Pcrjanjinn Kcrjn; 

f. mcmiliki hasil pcnilainn kincrja Guru dengan 
scbutan paling rendah Baik sclama 2 (d ua) tahun 
terakhir untuk setiap unsur penilaian ; 

g. memiliki pengala ma n ma najeria l pa ling singkat 2 
(dua) tahun di satuan pendidikan, orga nisasi 
pendidikan, da n /atau komunitas pendidikan; 

h. seha t jasmani, roha ni , dan bebas narkotika, 
psikotropika, dan zat adiklif lainnya berdasarka n 
surat keterangan dari ruma h sakit pemerintah; 

i. tidak pcmah dikcnakan hukuman dis iplin sedang 
dan/atau berat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

j . tidak sedang menjadi tersangka , terdakwa, atau 
tidak pcmah mcnjadi terpidana; dnn 

k . berusia paling tinggi 56 (lima pu luh enam) tahun 
pada saat diberi penugasan sebagai Kepala 
Sekolah. 

(2) Persyarata n sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf b, huruf d, dan huruf e dikccualikan untuk 
Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala 
Sekolah pad a satuan pendidikan yang 
diselenggarakan masyarakat. 
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I 
BAB Ill 

MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAl 

KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDlDlKAN 

YANG DlSELENGGARAKAN PEMERlNTAH 

DAERAH ATAU MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 3 

(1) Mekanisme Penugasan Guru sebagai KcpaJa 

Sekolah dilaksanaknn melaJui pengangkatirn 

cnlon KepaJa Sckolah yang dilakukan oleh: 

a . pejabat pembina kepegawaian untuk satuan 

pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah 

Dacrah; dan 
b . pimpinan penyelenggara satuan pendidikan 

yang diselenggarakan masyarakat. 

(2) Pengangkatan calon KepaJa Sckolah sebagai Kepala 

Sckolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim 

pcrtimbangan pcngangkatan Kepala Sekolah. 

(3) Tim pcrtimbangan pengangkatan 

Sekolah bagi satuan pendidikan 

diselenggnrakan Pemerintah Daerah 

atas unsur: 
a . sckrctariat daerah ; 

KepaJa 
yang 

terdiri 

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lebong; 
c. dcwan pendidikan; dan 
d . pengawas sekolah . 
sesuai dengan kcwenangannya. 

(4) Tim pertimbangan pengangkatan KepaJa 

Sckolnh bagi satuan pendidikan yang 

diselenggarakan masyarakat tcrdiri atas unsur 

penyelenggara satuan pendidikan yang 

diselenggarakan masyarakat. 

(5) Tim pertimbangan pengangkatan KepaJa 

Sekolnh scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan oleh pejal>at pembina kepegawaian. 

(6) Tim pcrtimbangan pengangkatan KepaJa 

Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan oleh pimpinan penyclenggara 

satuan pcndidikan yang diselenggarakan 

masyarnkat. 
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I 
Bnginn l<cdun 

Sntunn Pcndidiknn ynng Oisclcnggnrnknn 

Pcmcrintnh Dncrah 

Pnsnl 4 

(1) DAlnm hnl jumlnh O uru yang mcmiliki 

scrtifiknt colon l{cpa ln Sckoloh otau Scrtifikat 

Guru Pc nggcrnk di wi lnynhnya tidak 

m c n cukupi, Pcm crintnh Dacrah d a p a~ 

mcnugasknn G uru sclmgai l{cpoln Sclcolah dan 

Guru ynng b clum m cmiliki scrtifiknt calon 

l{cpnlo SekolAh otau Scrtifilcat Guru 

Pcn ggernk . 
(2) Pcnu goson Guru scbngai Kepala Sekolah 

scbagaimana dimaksud p od a ayat ( l) 

dilakukan sampni dcngan adanya Guru yang 

mcmiliki Scrtifikal Guru Pcnggcrak. 

(3) PcrsyAratAn scb ngaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 nyat ( I) huruf c dikecualiknn untuk 

p enu gasfll1 Guru scbagai Kepalo Sekolah 

scbagniman a dimaksud p ad a ayat (1 ). 

Pasal 5 

Da lam hal Pemcrintah Daerah tidak m emiliki 

Guru yang memiliki scrtifikat calon K cpaJa 

Sekolah d an Scrtifikat Guru Pcnggerak, 

Pemcrintah Dacrnh dapat m elakukan koordinasi 

an tar Pemcrintah Daerah untuk m emenuhi 

kebutuhnn pcnugasan Guru sebagai Kepala 

Sekolah sesu ai kewenangannya. 

Bagian Ketiga 

Satuan Pcndidikan yang Disclcnggarakan 

M asyarakat 

PasaJ 6 

(I) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki 

scrtifika t cAlon Kcpala Sekolah a tou Sertifikat 

Guru Pcnggerak di satuan pendiclikan yang 

dikclolanyA tidak mcncukupi, pcnyelenggnra 

sotua n pendidilca n yAng disclcnggarakan 

mnsyarakat dapat mcnugnsknn Guru sebagai 

Kcpalo Sckolnh dnri Guru ynng bc lum mcmiliki 

sertifiknt calon KcpnJo Sckoln h ntnu Sertifikat 

Guru Pcn ggeralc. 

(2) Pcnugnson Guru scbngni K epn lA Sekolah 

scbognim ann dimnksucl p ad a ayat ( l) 

dilak~.k~1 sa~pai dcn gnn ndanya Guru yang 

mem1hk1 Serlafikat G uru Pcnggcrnk. 

(3) Pcrsyaratan sebagaima n a dimnksud dala m 

Pasal 2 ayat ( I ) huruf b , huruf c, huruf d, d a n 

huruf ~ d ik ccualika n untuk p enugAsan Guru 

sebagn1 Kcpala Sekolah scbagaiman 

dimaJcsud pada nynt ( 1 ). a 
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Pmml 7 

Pcnyc-lrnMnrn sntunn p c-1ullclil<n11 unp, 

disc.-lcn,:mnrnl<nn m ns ,nrnkn t clnp n l 111r lnku k1in 

koordinnsi n ntnr p cny<' lcn,:mnrn nn1un11 r c11d1dlknn 

untuk m r m c-1n1hi kc-b11tuhn11 pc11ug;1<1n n ,u ru 

scbagni I< pnln Sclcoln h . 

13/\0IV 

JJ\NGl<A \VJ\l(TU PJ;:NUOJ\SJ\N OURU SEOJ\G/\I 

KEPJ\LJ\SEKOLJ\II PAD/\ SJ\TUJ\ N PENOIDIKJ\N 

YANG DISELENOOJ\RAl{J\N PEMERINTJ\lf 

D J\ERJ\II J\T J\U MJ\SYJ\RJ\KJ\T 

Pmml 8 

(1) JAngkn wnktu p cnugosAn Guru scbagai K cpnla 

ckolnh pad n sntu an pcnd idikn n yang 

disclcnggArnknn Pcmcrintnh D acrah 

dilaksnnaknn pnJing l>nnyak 4 (cmpat) p criode 

dalnm jongko wnktu 16 (cnam bclas) tahun 

dengan sctiap m asn pcriodc dilaksanakan 

dalam jnngka waktu 4 (empat) tahun. 

(2) Penugasn.n Guru sebagai Kepaln Sckolah pada 

saruan administrasi p an gkaJ yang sama paling 

sin gkat 2 (dua) tahun dan p aling la m a 2 (c.lua) 

masa periode dengan jangk a waktu 8 (dclapan) 

tahun. 
(3) Dalam hal G uru yang akan dituga.skan sebagai 

Kepala Sekolah b clum mcncapai batas waktu 4 

(empat) periode, dapat diberikan penugasan 

kcmbnli scbagai Kepala Sekola h sampai batas 

waktu 4 (empat) p eriodc dnJam jangka waktu 

16 (cnam betas) tnhun sebagAimn.na 

dimaksud pada ayat ( 1 ). 

(4) Pcnugasan k embali selmgni KepaJa Sekolah 

sebagaim an a dimnksuci padn aynt (3) 

m emperhitungkan j a n gko wnktu pcnugasa.n 

sebagai KepnJo Sckolnh yan g telnh 

dilaksrurnkan. 

Pnsal 9 

J angka wnk tu p<.:nugnsnn C una sclmgoi Kepaln 

Sckola lt p Adn sntllan pcnclicl ikn n yang 

diselcnggnrakon mnsynrnl<nt ditun 11gkn n clalRm 

perjanj,an kerjn. 

13/\0 V 

PENILAIAN KINERJA KEPAI.A SEl<OLJ\H 

PnsHI I 0 

(I) Pcniln.inn kinc rjn Kepnln Sckolnh pncln sntu nn 

p ·ndid1ka11 yang d is ·l cnggnrok n n Pcmcr i ntnh 

Dacroh tlilnkuknn s ·tiop tnhun cl •11gnn h nsil 

pcnilninn pnlin,-; rcndnh dcngnn selrntnn □nik 

untulc sctinp untmr p •ni luinn. 

BAGIAN u_;.. 
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(2 ) Dal_am hal hasil setiap unsur penilaian kinerja 

paling rendah sebagaimana dimaksud padR 

ayat ( l) tidak terpenuhi, KepaJa Sekolah yang 

bersangkutan diberhcntikan sebagai Kepala 

Sekolah. 

(3) Kepala Sekolah yRng diberhentikan 

sebagaimana dimaksud pada ay at (2) 

dikcmbalikan dalam pelaksanaan tugas Guru. 

(4) Pengembalian daJam pelaksanaan tugas Guru 

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) pada 

satuan pendidikan yang diselenggarakan 

Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan d a n Kebudayaan Ka bu paten 

Lcbong sesuai dengan kewenangannya dengan 

mempertimbangkan kcbutuhan dan jumlah 

Guru. 

Pasal 11 

( 1) Penilaian kincrja KcpaJa SekolaJ1 pada satuan 

pcndidiknn yang disclcnggarakan masyarakat 

dilakukan sctiap tahun dengan hnsil pcnilaian 

paling rcndah d engan sel>utan Baik untuk 

setiap unsur p en i lruan. 

(2) Dalam hat hnsi l setiap unsur pcnilaian kinerja 

paling rend ah dcngan sebutan Bruk 

sebagaimana dimaksud pada nynt ( l) tidal< 

terpenuhi, Kepala Sckolah yang bcrsangkutan 

diberhcntikan sebagai KcpaJa Sckolah. 

(3) Kepala Sckolah yang dibcrhentikan 

seb agaimana dimaksud pada ayat (2) dnpat 

dikcmbalikan daJarn pelaksanaan tugas Guru. 

B/\B VI 

BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN 

PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN 

PEMERINTAH OAERAH /\TAU M/\SYARAKAT 

Pasal l 2 

(1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk 

melaksanakAn tugas pokok manajerial, 

pengembangan kewirausahaan, dan supervisi 

kcpada Guru dan tenaga kcpendidikan . 

(2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1) bertujuan untuk: 

a. mengembangkan pembelajaran yang 

berpusat kepada peserta didik; 

b. mewujudkan lingkungan belajar yang ama n , 

nyaman, dan inklusif; 

c. membangun budaya 

pen gem bangan warga 

dan pengelolaan 

pendidikan; dan 

reOeksi dalam 

so.tuan pendidikan 

program satuan 

d . meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar pesertadidik. 
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(3) SelAin b eban kerja scbAgaiman a dimaksud 

p ad a ayat ( 1 ), K epala Sekolah dapat 

melaksanaka n tu gas pembelajaran a tau 

pcm bim bingan agar proses pcm belajaran 

ntau p embimbingan tetap berlangsung pada 

satuan pendidikanyang bersangkutan. 

(4) Pclaksannan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan daJAm hal tcrjadi 

kckurnngan Guru pada satuan pendidiko.n . 

BAB V II 

PENGEMBANGAN PROF'ESI KEPALA SEKOLAH 

PasaJ 13 

( 1) Kcpala Sekolah m c laksanakan p engem bangan 

profesi. 
(2) Pcngemban gan profcsi scbaga.imanA dimaksud 

pada nyat ( l) merupakan program dan 

kcgiatan pcningk Rtan p cngctahuan, 

k c tcrampilan, dan sikap profcsional yang 

dilaksanakan b erjcnj ang dan 

bcrkcsinambungan . 
(3) Pcngcmbangan profcsi scbngaimo.na dimaksud 

padn ayflt (I) cJitctapkan olch Dinos Pcndidikan 

dan KebudnyAan Kobupntcn Lebong. 

BAB V III 

PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH 

Pasal 14 

(I) Peml>inaan karicr Kepn la Sekolah m crupakan 

bagian dari pcm binaan karicr Guru yang 

d ilak sanakan sesuni d enga n kctcntuan 

peraturan p erundan g-undangan . 

(2) Pembinaan karicr sebagaimana dimaksud p ada 

ayat ( 1) paling scdikit b erupa: 
a . penilaian k i n erja ; 

b . peningkatan kapasitas; dan 

c. k enaikan pangk at dalam j abatan fungsional 

Guru. 

BABIX 

PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH 

Pasal 15 

(I) Kepala Sekolah berhenti karena: 

a. m eninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; atau 
c. diberh entikan. 
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(2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana 

dimaksudpada ayat (1) huruf c karena: 
a. mencapai batas usia pensiun Guru; 
b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala 

Sekolah; 
c. melakukan pelanggaran disiplin scdang atau 

berat; 
d. diangkat pada jabatan lain selain j abatan 

fungsional Guru; 
e . tidak melaksanakan tugas secara 

tetap berkelanjutan a tau berhalangan 
selama lebih dari 6 (enam) bulan secara 

berturut-turut; 
f. dikenai sanksi pidana b e rdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperole h kekuatan 

hukum tetap; 
g. h asil penilaian untuk setiap unsur pcnilaian 

kinerja tidak mencapai dengan sebutan 

paling rendah Baik; 
h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan 

bcrturut-turut atau lebih; 
i. menjadi anggota partai politik; dan/atau 
j . menduduki jabatan negara. 

(3) Kepala Sekolah yang diberhentikan 
berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e , huruf g, d a n huruf h kembali 
melaksanakan tugas sebagai Guru . 

(4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaiman a 
dimaksud pa d a ayat (I) ditctapkan oleh: 
a. pejabat pembina kcpegawaian untuk Kepa la 

Sekolah pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan Pcmerintah Dacrah; dan 
b . penyclcnggara satuan pendidikan untuk 

Kepala Sekolah pada satuan pendidikan 
yang di selcnggarakan masyarakat. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan . Bupati ini diundangkan, 

maka Peraturan Bupatt Lebong Nomor 12 Tahun 

2020 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah 

di Lingkungan Dinas Pendidikan da n Kebudayaan 

Kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

BAGI AN l,( __:.. 
HUKUM 6 

~ Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


Pnsal 17 

Pcrnturm, Bupnti ini mulni l>crlal<u pada tanggal 

diundnngkan. 

Agnr sctiap orang mcngetahuinya, mcmerintahkan 

pcngun<langan Pcraturan Bupuli ini <lengan 

pencmpatannya dalnm Serita Dacrah Kabupaten 

Lel>ong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 31 Januari 2023 

RAH 
ONG, 

H. MUSTARANI 

Ditctapkan di Tubei 
pada taral 3 1 Januari 2023 

rUPATI LEBONGf 

t'KoPLI NSORI 

PEMERINTAH KABUPATEN LE BONG 

BAGIAN HUKUM 
PEtlELl4H PROOUK HUKUM 
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